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ABSTRAK

Pola penguasaan lahan mempengaruhi efektivitas sektor pertanian. Tujuan utama penelitian ini adalah
menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan lahan pertanian dan menghitung koefisien
Gini penguasaan lahan pertanian di Kabupaten Lamongan. Data yang digunakan adalah data cross
section rumah tangga usaha pertanian di Kabupaten Lamongan . Data diperoleh dari Sensus Pertanian
2013 dengan total observasi sebanyak 189 343 rumah tangga pertanian. Penelitian ini menggunakan
Analisis Regresi Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia kepala rumah tangga, jenis
kelamin kepala rumah tangga, ukuran rumah tangga, dan jenis pendapatan utama secara signifikan
mempengaruhi penguasaan lahan basah. Sedangkan faktor yang tidak signifikan mempengaruhi
penguasaan lahan kering adalah jenis kelamin kepala rumah dan usia kepala rumah tangga. Terkait
lahan basah sebagai sarana akumulasi aset bagi rumah tangga petani, hasil regresi menunjukkan bahwa
petani mengalami penurunan dalam akumulasi marjinal lahan basah. Selain itu, koefisien Gini
penguasaan lahan pertanian di Kabupaten Lamongan adalah 0.49 dan menunjukkan bahwa
ketimpangan distribusi penguasaan lahan pertanian antar rumah tangga usaha pertanian di Kabupaten
Lamongan cenderung moderat.

Kata kunci: Analisis Regresi Berganda, Akumulasi Aset, Koefisien Gini, Penguasaan Lahan

ABSTRACT

Pattern of landholding affects effectiveness of the agricultural sector. This study aims to identify the
determinants of landholding. The objectives are to identify the determinants of wet land and dry land
held by farm household in Lamongan Regency and to calculate Gini coefficient of agricultural land in
Lamongan Regency. Data was obtained from Agricultural Census 2013. Specifically, this study
utilizes household cross sectional data with 189 343 observations. This research utilizes multiple
regression analysis. The results show that age, gender of head of household, household size, main
source of income, and dummy for asset are significantly influencing wet landholding, while factors
insignificantly affecting dry landholding is gender of head of household and age. Regarding wet land
as asset accumulation for farm household, the results show that farmers experience a decreasing
marginal accumulation on wet landholding. The Gini coefficient of agricultural land in Lamongan
Regency is 0.49 and it shows that Lamongan Regency experiences moderate inequality in term of land
holding.

Keywords: Asset Accumulation, Gini Coefficient of Land, Land holding, Multiple Regression Analysis
JEL Classification: C31,Q13,Q15
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PENDAHULUAN
Latar Belakang

Pertanian merupakan sektor yang penting bagi
perekonomian Indonesia. Hal ini dikarenakan
sektor pertanian memiliki banyak peran, antara
lain dalam menyerap tenaga kerja, sumber bahan
pangan, menyediakan input bagi industri, dan
menunjang kehidupan bagi sebagian besar
penduduk  pedesaan.  Ramadanti  (2014)
menyebutkan beberapa peranan strategis sektor
pertanian antara lain pembentukan Produk
Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja
di level nasional dan regional, meningkatkan
pendapatan masyarakat, dan menjaga nilai tukar.
Oleh karena itu, Indonesia disebut sebagai negara
agraris mengingat perekonomian Indonesia
sangat tergantung pada sektor pertanian. Sektor
pertanian berkembang secara konsisten meskipun
kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan
PDB menurun dari tahun ke tahun. Penurunan
kontribusi dalam pembentukan PDB disebabkan
oleh meningkatnya peranan sektor sekunder dan
sektor tersier, seperti pengolahan dan jasa (BPS,
2013).

Dalam penyerapan tenaga Kkerja, sektor
pertanian menyerap 33.9 persen dari total tenaga
kerja, atau sekitar 38 973 033 tenaga kerja pada
bulan Agustus 2014. Angka tersebut mengalami
penurunan dari periode sebelumnya, yakni
berkisar pada angka 34.7 persen pada bulan
Agustus 2013. Penurunan kontribusi sektor
pertanian dalam penyerapan tenaga Kkerja
disebabkan oleh menurunnya minat generasi
muda dan tenaga kerja untuk menjadi petani
(Supriyati, 2011). Kasryno (2000) juga
menjelaskan bahwa masyarakat yang
berpendidikan tinggi cenderung untuk bekerja
pada sektor nonpertanian karena beberapa hal: (i)
terbatasnya kesempatan untuk bekerja di sektor
pertanian (ii) sektor pertanian relatif memberikan
pendapatan yang berjangka panjang (iii)
tingginya risiko ekonomi dalam sektor pertanian
(iv) sektor pertanian memberikan pendapatan
yang rendah (v) pertanian memberikan status
sosial yang rendah.

Sebagai negara
menghasilkan berbagai

agraris, Indonesia
komoditas pertanian.
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Secara khusus, Pulau Jawa menjadi basis bagi
produksi beras dan memiliki potensi yang tinggi
dalam produksi tanaman pangan, hortikultura,
peternakan, dan perikanan. Salah satu provinsi di
Pulau Jawa, yakni Provinsi Jawa Timur,
merupakan provinsi penghasil beras tertinggi
secara nasional. Pada tahun 2013, total produksi
beras Provinsi Jawa Timur sekitar 12 398 312 ton
dari total produksi nasional 70 831 753 ton.
Secara persentase, Provinsi Jawa Timur
berkontribusi sekitar 17.5 persen dari total
produksi beras nasional (Badan Pusat Statistik,
2013)

Bappenas dalam RPJMN  2015-2019
menyatakan bahwa ketahanan pangan menjadi
salah satu prioritas utama yang hendak dicapai
guna  mewujudkan  pembangunan  yang
berkelanjutan. Fakta bahwa Provinsi Jawa Timur
merupakan provinsi dengan produksi beras
tertinggi secara nasional, peran Provinsi Jawa
Timur menjadi  penting dalam  rangka
menyukseskan  program-program  ketahanan
pangan yang sudah digagas. Hal ini tidak terlepas
dari kondisi bahwa sampai saat ini, beras masih
menjadi bahan pangan utama bagi sebagian besar
penduduk Indonesia (Mubyarto, 1979).

Di satu sisi, Provinsi Jawa Timur cukup
diandalkan dalam menunjang ketahanan pangan
nasional. Namun ternyata, di sisi lain, Provinsi
Jawa Timur masih mengalami tantangan yang
bisa memengaruhi ketahanan pangan. Salah satu
tantangan yang dihadapi adalah pertanian pada
rumah tangga petani kaya.

Penguasaan lahan pertanian menjadi penting
untuk dikaji berdasarkan fakta bahwa penguasaan
lahan akan memengaruhi performa sektor
pertanian. Tomich, Kilby, dan Johnston dalam
Vollrath (2007) menyatakan bahwa konsentrasi
penguasaan lahan yang tinggi menyebabkan
keterbatasan pada sektor pertanian secara meluas.
Vollrath (2007) menemukan bahwa kesenjangan
penguasaan lahan mengurangi produksi pertanian
secara signifikan. Chaudry et al. (1999)
melakukan penelitian tentang korelasi antara
penguasaan lahan dengan kemiskinan di
Pakistan.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa
secara signifikan penguasaan lahan memiliki
hubungan negatif terhadap tingkat kemiskinan.
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Ketika jumlah penguasaan lahan meningkat,
tingkat kemiskinan akan menurun. Darwis (2008)
melakukan penelitian terhadap rumah tangga
usaha pertanian di Provinsi Jawa Barat dan
Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian
tersebut menunjukkan bahwa pendapatan petani
di Indonesia sangat tergantung pada luasan lahan
pertanian  yang dimiliki.  Booth  (2002)
berargumentasi bahwa dari hasil Sensus
Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 1995,
terindikasi bahwa 46 persen rumah tangga di area
pedesaan menjadikan pertanian sebagai sumber
utama pendapatan rumah tangga mereka. Pada
tahun 1993.83 persen petani pemilik lahan juga
sangat tergantung pada pertanian. Berdasarkan
studi  Yunilisiah (1996), jumlah lahan yang
dikuasai rumah tangga usaha pertanian menjadi
faktor utama yang menentukan besarnya total
pendapatan rumah tangga usaha pertanian. Ketika
lahan yang dikuasai oleh rumah tangga luas,
maka total pendapatan rumah tangga akan
meningkat.

Di Indonesia, permasalahan lahan menjadi
tantangan tersendiri. Badan Ketahanan Pangan
(2014) secara jelas menyatakan bahwa
permasalahan lahan menjadi salah satu kunci
utama dalam sistem ketahanan pangan nasional.
Hal ini didukung oleh penelitian Beyene dan
Muche (2010) serta Muche dan Tagebe (2015) di
Ethiopia dan menunjukkan bahwa ketahanan
pangan turut dipengaruhi oleh penguasaan lahan.
Penelitian dengan hasil yang sama juga
ditemukan oleh Joshi dan Maharjan (2007) di
Nepal. Perubahan struktur penguasaan lahan
yang menyebabkan ketimpangan menjadi salah
satu tantangan yang harus diselesaikan karena
dapat menimbulkan permasalahan lain, antara
lain memengaruhi ketahanan pangan.

Data Sensus Pertanian 2013 menunjukkan
bahwa telah terjadi perubahan  struktur
penguasaan lahan dan membuat sebagian kecil
penduduk menguasai lahan yang sangat luas. Di
tahun 2003, rumah tangga usaha tani di Indonesia
dengan luas lahan kurang dari 1000 m? sejumlah
9 380 000 rumah tangga. Di tahun 2013, jumlah
tersebut menjadi hanya 4 338 849 rumah tangga.
Di sisi lain, jumlah rumah tangga usaha pertanian
dengan luas lahan lebih dari 30 000 m?jumlahnya
meningkat dari 1 309 896 rumah tangga di tahun
2003 menjadi 1 608 728 rumah tangga di tahun
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2013. Di Provinsi Jawa Timur juga telah terjadi
perubahan dalam struktur penguasaan lahan. Tren
yang terjadi adalah sama. Jumlah rumah tangga
yang menguasai lahan kurang dari 1000 m?
jumlahnya menurun seiring dengan peningkatan
jumah rumah tangga dengan penguasaan lahan
lebih dari 30 000 .

Tren penurunan jumlah rumah tangga usaha
pertanian kecil yang diiringi oleh peningkatan
jumlah rumah tangga usaha pertanian besar
kemungkinan terjadi akibat beberapa faktor.
Faktor tersebut antara lain: (i) peningkatan
jumlah petani dengan lahan lebih dari 1 hektar
(ii) pergeseran struktur aktivitas ekonomi ke
sektor non-pertanian dan (iii) petani kecil
menjadi buruh (BPS, 2013).

Secara  spesifik, studi ini  mengambil
Kabupaten Lamongan sebagai studi kasus.
Kabupaten Lamongan merupakan salah satu
kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan total
produksi beras tertinggi. Total produksi beras
Kabupaten Lamongan pada tahun 2013 adalah
sebanyak 846 275 ton yang terdiri dari 797 596
ton padi sawah dan 48 679 ton padi ladang.
Dalam persentase, Kabupaten Lamongan
berkontribusi sebanyak 7.2 persen terhadap total
produksi beras di Provinsi Jawa Timur (BPS,
2013). Total produksi padi Kabupaten Lamongan
yang cukup tinggi sejalan dengan ukuran luas
panen padi Kabupaten Lamongan yang juga
tinggi. Kabupaten Lamongan menjadi salah satu
kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan panen
padi terluas, yakni 144 910 hektar pada tahun
2013 yang terdiri dari 135 925 hektar padi sawah
dan 8 985 hektar padi ladang. Kabupaten
Lamongan juga merupakan salah satu kabupaten
di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah rumah
tangga usaha tani padi tertinggi. Kabupaten
Lamongan memiliki 160 306 rumah tangga usaha
tani padi pada tahun 2013. Jumlah ini sekitar 92
persen dari total rumah tangga usaha tani
tanaman pangan di Kabupaten Lamongan dan 5.5
persen dari total rumah tangga usaha tani padi di
Provinsi Jawa Timur (BPS, 2013).

Penelitian ini memfokuskan objek penelitian
pada  faktor-faktor  yang memengaruhi
penguasaan lahan sawah di  Kabupaten
Lamongan.  Spesifikasi  penelitian  untuk
menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi
penguasaan lahan sawah diadaptasi dari
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penelitian Pomp (1995). Penelitian tersebut
memisahkan antara lahan sawah dan lahan bukan
sawah (lahan kering) karena lahan sawah
memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan
lahan bukan sawah. Selain itu, berdasarkan
Minardi (1979), lahan sawah memiliki peran
yang lebih besar dalam produksi tanaman
pangan. Hal tersebut didukung oleh kondisi riil di
Indonesia bahwa lahan sawah memiliki luas
lahan garapan yang lebih besar dibandingkan luas
lahan garapan bukan sawah (BPS, 2013). Jumlah
rumah tangga usaha pertanian yang terlibat dalam
usaha pertanian sawah (padi sawah) jumlahnya
jauh lebih besar dibandingkan jumlah rumah
tangga usaha pertanian yang terlibat di usaha
pertanian bukan sawah (padi ladang dan
palawija). Selain itu, fakta dari Panel Petani
Nasional (Patanas) tahun 2007 menunjukkan
bahwa segmen tertinggi penguasaan lahan oleh
petani-petani di Pulau Jawa adalah lahan sawah,
yakni 86 persen dari total lahan yang dikuasai.
Hal tersebut juga terjadi di luar Pulau Jawa,

dengan segmen penguasaan lahan sawah
mencapai 64 persen.

Selain  menganalisis  faktor-faktor yang
memengaruhi  penguasaan lahan pertanian,
penelitian ini juga bertujuan untuk melihat
besarnya  ketimpangan penguasaan lahan

pertanian di Kabupaten Lamongan. Hal tersebut
didasari oleh data bahwa telah terjadi perubahan
dalam struktur penguasaan lahan dan jumlah
petani besar meningkat seiring dengan
menurunnya jumlah petani kecil pada selang
waktu tahun 2003 dan tahun 2013. Ketimpangan
tersebut cukup penting untuk diketahui karena
berdasarkan Bachriadi dan Winardi (2011), dua
kondisi utama yang berkontribusi terhadap
tingginya tingkat kemiskinan salah satunya
adalah meningkatnya jumlah buruh tani.
Nuryartono (2005) juga menjelaskan bahwa
menganalisis distribusi penguasaan lahan penting
untuk mengetahui seberapa besar ketimpangan
penguasaan antar rumah tangga. Ketimpangan
tersebut, jika tinggi rawan menyebabkan konflik.

Berdasarkan berbagai uraian di atas,
pertanyaan utama penelitian ini adalah: (1) apa
saja faktor-faktor yang memengaruhi penguasaan
lahan pertanian di Kabupaten Lamongan? (2)
bagaimana koefisien Gini penguasaan lahan
pertanian di Kabupaten Lamongan?
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TINJAUAN PUSTAKA
Konsep Penguasaan Lahan

Badan Pusat Statistik (2013) mendefinisikan
lahan yang dikuasai adalah lahan milik sendiri,
ditambah lahan yang berasal dari pihak lain, dan
dikurangi oleh lahan yang berada di pihak lain.
Lahan tersebut bisa berupa lahan sawah dan atau
lahan bukan sawah (lahan kering).

Deininger et al. (2003) mendefinisikan
penguasaan lahan sebagai hak atas lahan dan
menentukan akses terhadap lahan serta manfaat
yang dihasilkan dari lahan tersebut. Pemerintah
Amerika Serikat seperti dijelaskan dalam
Agricultural Resources and Environmental
Indicators mendefinisikan penguasaan lahan
secara luas. Penguasaan lahan mencakup
kepemilikan sederhana seperti sewa hingga hak
untuk  menjadikan lahan sebagai sarana
peringanan dan jaminan oleh pemerintah atau
swasta. FAO mendefinisikan penguasaan lahan
sebagai hubungan secara legal antar masyarakat
baik perorangan maupun kelompok dalam
kaitannya terhadap lahan. Dalam konteks yang
lebih sederhana, penguasaan lahan menentukan
siapa yang berhak menggunakan sumber daya
dari suatu lahan dan berapa lama dia serta kondisi
apa saja yang membuat dia berhak menggunakan
sumber daya tersebut. The Environmental and
Natural Resources Policy and Training Project
(EPAT), sebuah riset yang didanai oleh USAID
pada tahun 1995, mendefiniskan penguasaan
lahan sebagai akses petani terhadap sumber daya,
seara spesifik merujuk pada kondisi bagaimana
petani-petani tersebut membuat keputusan terkait
pemanfaatan lahan dan investasi lahan tersebut.

Pomp (1995) menjelaskan mengenai hal-hal
yang memengaruhi perbedaan akses terhadap
penguasaan lahan, antara lain: (i) perbedaan pada
jumlah lahan yang diinginkan terkait dengan
perbedaan ketersediaan tenaga kerja dan
kemampuan tenaga kerja (ii) perbedaan akses
terhadap lahan yang disebabkan oleh lamanya
waktu tinggal di suatu wilayah (iii) perbedaan
pada kemampuan dalam membiayai akuisisi
lahan.

Deininger et al. (2003) juga menjelaskan
mengapa penguasaan lahan penting. Penguasaan
lahan mengambil peranan penting dalam
keamanan pangan dan mengurangi kemiskinan.
Keamanan pangan bisa terpengaruh karena
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perseorangan dan keluarga bisa dikatakan aman-
pangan tergantung dari besarnya kesempatan
yang dimiliki untuk menguasai aset seperti lahan,
sama pentingnya seperti kesempatan dalam
mengakses pasar dan peluang ekonomis lainnya.
Keluarga dan perseorangan yang memiliki lahan
cenderung lebih baik dibandingkan mereka yang
tidak memiliki lahan. Penguasaan lahan juga
penting dalam kaitannya dengan pembangunan
pedesaan. Hak atas lahan adalah sarana yang
efektif membangun aset bagi masyarakat
sehingga mereka bisa memperoleh kehidupan
yang berkelanjutan. Hak atas lahan juga sumber
daya yang ampuh bagi masyarakat untuk
meningkatkan dan memperluas aset selain lahan,
seperti aset dalam sumber daya alam, sosial,
keuangan dan aset fisik lainnya.

Rahman dan Manprasert (2006)
menghubungkan landless sebagai manifestasi
dari kemiskinan, kerawanan, buruknya akses
kredit, dan lemahnya rumah tangga pedesaan.
Hidalgo et al. (2008) berargumen bahwa
tingginya kesenjangan pada penguasaan lahan
diasosiasikan dengan tingginya persentase
masyarakat miskin dan membuat perekonomian
menjadi sensitif terhadap guncangan. Myrdal
dalam Asian Drama seperti dikutip dari Todaro
dan Smith (2006) mengindentifikasi tiga elemen
yang membentuk pola penguasaan lahan di Asia:
kolonialisme oleh Eropa, tingginya monetisasi,
dan tingginya pertumbuhan  pendudukan.
Maxwell dan Wiebe (1998) menjelaskan bahwa
penguasaan lahan juga diperoleh dari pernikahan,
kekuasaan, dan warisan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria, hak akan lahan meliputi hak milik, hak
guna-usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak
sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil
hutan, dan hak-hak lainnya. Berdasarkan
Susilawati et al. (2010), penguasaan lahan di
Indonesia terbagi ke dalam dua kelompok besar
yakni (i) milik sendiri (ii) bukan milik, yang
terdiri dari sewa, bagi hasil, gadai, dan lainnya.
Susilowati et al. (2010) juga menjelaskan bahwa
di awal 1980, dua kelompok peneliti memiliki
kesimpulan yang berbeda mengenai pola
penguasaan lahan di Indonesia. Kelompok
pertama terdiri dari Geertz, Hayami, dan Kikuchi
yang menyatakan bahwa masyarakat pedesaan di
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Pulau Jawa tidak terpolarisasi menjadi tuan tanah
dan buruh tani, melainkan mereka berada pada
pola yang terstratifikasi. Kelompok lain terdiri
dari Sayogyo, Collier, Lyon, dan Kano yang
menyatakan bahwa polarisasi penguasaan lahan
di pedesaan benar-benar terjadi dan hal tersebut
dibuktikan oleh Sensus Pertanian Tahun 1983-
1993.

Konsep Koefisien Gini Penguasaan Lahan

Konsep koefisien Gini menurut Todaro dan
Smith (2012) adalah ukuran numerik yang secara
agregat mengukur ketimpangan dan memiliki
nilai antara 0 (pemerataan sempurna) hingga 1
(ketimpangan sempurna). Koefisien Gini bisa
diukur secara grafis dengan membagi area antara
garis pemerataan sempurna 45 derajat dan kurva
Lorenz dengan total area di atas garis pemerataan
sempurna di kurva Lorenz. Semakin tinggi nilai
koefisien Gini, semakin besar ketimpangan dan
berlaku pula sebaliknya.

Zheng et al. (2013) menjelaskan bahwa pada
awalnya koefisien Gini digunakan untuk
mengitung ketimpangan distribusi pendapatan,
namun saat ini koefisien Gini juga bisa
digunakan  untuk  menganalisis  struktur
ketimpangan dalam penguasaan lahan. Todaro
dan Smith (2012) mengatakan bahwa nilai
koefisien Gini bervariasi dari 0 (pemerataan
sempurna) hingga 1 (ketimpangan sempurna).
Pengukuran ketimpangan menggunakan koefisien
Gini memberikan konsekuensi bahwa beberapa
prinsip yang membangun penghitungan tersebut
sudah terpenuhi, yaitu:

(i) the anonymity, bahwa  pengukuran
ketimpangan menggunakan koefisien Gini
tidak memedulikan siapa yang menjadi
subjek dari pengukuran. Artinya, koefisien
Gini tidak memerhitungkan apakah yang
menguasai lahan luas adalah orang baik atau
orang jahat

(ii) the scale independence, bahwa pengukuran
ketimpangan menggunakan koefisien Gini
tidak memedulikan satuan pengukuran—
apakah dalam hektar, meter, rupiah, atau
dolar—karena pengukuran menggunakan
koefisien  Gini  hanya fokus pada
ketimpangan bukan pada ukuran
ketimpangan tersebut
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(iii) the  population independence, bahwa
pengukuran menggunakan koefisien Gini
tidak berdasar pada jumlah penerima lahan.
Jika dilakukan transfer lahan dari petani
kaya ke petani miskin, distribusi lahan yang
baru akan lebih merata.

Selain  menggunakan  kurva  Lorenz,
menghitung koefisien Gini bisa dilakukan
melalui beberapa cara yang lain. Khattak dan
Hussain (2008) menderivasi persamaan di bawah
ini untuk menghitung koefisien Gini penguasaan
lahan.

G=1++—+A[A+2A,+3A 4.4 NA] 1)

Notasi G adalah koefisien Gini penguasaan
lahan dan A adalah rata-rata luas lahan yang
dikuasai. Jamal dan Khan (2005) juga
mengenalkan metode penghitungan koefisien
Gini dalam tipe data kategori. Persamaan di
bawah menjelaskan mengenai penghitungan
koefisien Gini dalam tipe data kategori.

N
1- Z(ayi_1 + oY)(0Xiy — 0Ky @)

i=1

Gini =

Notasi N adalah jumlah kategori, ¢ adalah
nilai distribusi kumulatif, dan Y,X adalah
proporsi rumah tangga usaha pertanian dan luas
lahan yang dikuasai. Vollrath (2006) juga
memberikan cara untuk menghitung koefisien
Gini penguasaan lahan dalam data yang bersifat
kategorik. Cara tersebut mengadopsi cara yang
digunakan oleh Deininger dan Squire (1996).

Persamaan Yyang digunakan adalah sebagai

berikut:

6= 1= R = F)((Aa + 4) @)
i=1

Notasi f; adalah share dari semua rumah
tangga usaha pertanian yang berada di kategori i
terhadap total rumah tangga keseluruhan
sehingga Y!_, fs sedangkan o; adalah share
semua lahan yang berada dalam kategori i
terhadap total luas lahan keseluruhan sehingga
V-1 as.

Jenkins dalam Nuryartono (2005)
mendeskripsikan cara lain untuk menghitung
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koefisien Gini. Cara tersebut dijelaskan oleh
persamaan berikut:

G=1+%_(ﬁ),im—i—l).h’ )

Notasi N adalah total populasi, m adalah
rataan total luasan lahan, dan Yi adalah luas
lahan yang dimiliki rumah tangga ke-i.

METODE
Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan diperoleh dari Sensus
Pertanian 2013 yang dikeluarkan oleh Badan
Pusat Statistik. Secara spesifik, studi ini
menggunakan data cross-section rumah tangga
pertanian Kabupaten Lamongan. Untuk analisis
data, digunakan software STATA dan Microsoft
Excel 2013

Metode Analisis dan Pengolahan Data

Metode analisis yang digunakan dalam
penelitian ini  disesuaikan dengan tujuan
penelitian, yaitu metode analisis regresi linier
berganda dan analisis penghitungan Koefisien
Gini
1. Model Analisis Faktor yang Memengaruhi

Penguasaan Lahan

Analisis  Regresi  Linier  Berganda
digunakan untuk menganalisis faktor-faktor

yang memengaruhi penguasaan lahan di

Kabupaten Lamongan. Variabel penjelas yang

digunakan antara lain: (i) usia kepala rumah

tangga (Age) (ii) jenis kelamin kepala rumah
tangga (GendHoH) (iii) jenis pendapatan

utama rumah tangga (Sourcinc), dan (iv)

ukuran rumah tangga (HHSize). Jenis kelamin

kepala rumah tangga (GendHoH) adalah
variabel dummy yang akan bernilai 1 jika
kepala rumah tangga adalah perempuan. Jenis
sumber pendapatan utama rumah tangga juga
merupakan variabel dummy dan bernilai 1 jika
sumber pendapatan rumah tangga utama
adalah sektor pertanian. Variabel dummy
DumWwL, DumDL, dan DumDLWL
menunjukkan kepemilikan lahan sawah dan
lahan bukan sawah oleh rumah tangga dan
menentukan kemampuan rumah tangga dalam
menguasai lahan. DumWL dan DumDL
bernilai 1 jika kepemilikan masing-masing
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jenis lahan di atas rata-rata. DumDLWL
bernilai 2 jika rumah tangga memiliki lahan
sawah sekaligus lahan bukan sawah di atas
rata-rata. Satu kategori kepemilikan lain
adalah kepemilikan lahan sawah sekaligus
lahan bukan sawah di bawah rata-rata.
Kategori tersebut memiliki dummy bernilai 0
sehingga tidak perlu dimasukkan ke dalam
model. Variabel dependen yang terlibat dalam
model () adalah luas lahan sawah (m?) dan
luas lahan bukan sawah (m?).

Persamaan berikut ini digunakan untuk
mengestimasi faktor-faktor yang
memengaruhi penguasaan lahan di Kabupaten
Lamongan yang diadaptasi dari Pomp (1995).

Y = f(Age,AgeSq, Sourcinc, HHSize,
DumWL, DumDL DumDLWL, e)

di mana:

Age, AgeSq = usia kepala rumah tangga
(tahun) dan usia kepala
eumah tangga kuadrat

GenHoH = jenis  kelamin  kepala
rumah tangga

Sourclnc = jenis sumber pendapatan
utama rumah tangga

HHSize = ukuran rumah tangga
(orang)

DumWL = dummy kepemilikan lahan
sawah di atas rata-rata

DumDL = dummy kepemilikan lahan
bukan sawah di atas rata-
rata

DumDLWL = dummy kepemilikan lahan
sawah dan lahan bukan
sawah di atas rata-rata

Y = penguasaan lahan sawah
atau lahan bukan sawah

e = galat

2. Koefisien Gini Penguasaan Lahan
Untuk  menghitung  koefisien  Gini
penguasaan lahan, riset ini mengadaptasi cara
yang dilakukan Jenkins dalam Nuryartono
(2005). Persamaan penghitungan koefisien
Gini sama dengan persamaan (4) dan ditulis
ulang sebagai berikut:
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G=1+%—(ﬁ).i(N—i—l).Y1‘ (5)

Notasi N adalah total populasi, m adalah
rataan total luasan lahan, dan Yi adalah luas
lahan yang dimiliki rumah tangga ke-i.

Di samping menghitung koefisien Gini, kurva
Lorenz juga penting untuk melihat sejaun mana
pemerataan distribusi lahan dan seberapa besar
ketimpangan  distribusi  dari  pemerataan
sempurna. Tahapan-tahapan untuk membuat
kurva Lorenz adalah sebagai berikut.

1. Menghitung nilai dari 20 persen, 40 persen,
60 persen, dan 80 persen dari jumlah rumah
tangga

2. Melakukan penghitungan jumlah lahan yang
dikuasai oleh 20 persen, 40 persen, 60 persen,
dan 80 persen rumah tangga tersebut. Jumlah
lahan yang dimiliki oleh masing-masing
kelompok rumah tangga kemudian dibuat
persentase terhadap luas lahan total

3. Melakukan plotting secara  kumulatif.
Persentase penduduk di-plot secara kumulatif
ke sumbu X dan persentase luas lahan yang
dikuasai per kelompok penduduk di-plot ke
sumbu Y.

4. Menghubungkan setiap titik pertemuan nilai
kumulatif X dan Y untuk melihat besarnya
ketimpangan dari garis pemerataan sempurna.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum

Berdasarkan data yang telah diperoleh,
populasi rumah tangga usaha pertanian di
Kabupaten Lamongan secara dominan dikepalai
oleh laki-laki. Jumlah rumah tangga dengan
kepala rumah tangga laki-laki sekitar 168 009
rumah tangga dari total keseluruhan rumah
tangga 189 343 rumah tangga. Dalam persentase,
jumlah rumah tangga yang dikepalai laki-laki
mencapai 88.78 persen. Berdasarkan Chendo et
al. (2014), jenis pekerjaan di sektor pertanian
yang membutuhkan tenaga besar membuat laki-
laki lebih banyak terlibat dan lebih produktif
dibandingkan laki-laki.

Untuk karakteristik sumber utama pendapatan
rumah tangga usaha pertanian, diketahui bahwa
mayoritas rumah tangga mengandalkan sektor
pertanian sebagai sumber pemasukan utama.
Jumlah tersebut mencapai 87.62 persen atau
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sekitar 165 895 rumah tangga dari total 189 343
rumah tangga yang ada.

Karakteristik usia kepala rumah tangga usaha
pertanian di Kabupaten Lamongan didominasi
oleh usia 50 tahun. Jumlah rumah tangga usaha
pertanian yang dikepalai petani berusia 50 tahun
sekitar 11 343 rumah tangga dari total 189 343
rumah tangga. Kepala rumah tangga termuda
berusia 10 tahun sebanyak 10 rumah tangga dan
kepala rumah tangga tertua berusia 99 tahun
yakni sebanyak 270 rumah tangga. Karakteristik
rumah tangga usaha pertanian Kabupaten
Lamongan memiliki ukuran rumah tangga rata-
rata 4 orang per rumah tangga. Nilai rata-rata
ukuran rumah tangga tersebut sama dengan nilai
mayoritas ukuran rumah tangga sebanyak 4 orang
per rumah tangga, yakni 26.69 persen. Struktur
lahan pertanian di Kabupaten Lamongan
didominasi oleh lahan sawah seluas kurang lebih
71 995.7 hektar dan pertanian lahan kering atau
lahan bukan sawah seluas 23 342.25 hektar. Dari
jumlah lahan sawah tersebut, sejumlah 1256.7
hektar merupakan sawah rawa lebak, 475.58
adalah sawah pasang surut, 34 087.5 hektar
sawah tadah hujan, 26 263.46 hektar sawah dari
irigasi lain, dan 9 912.38 hektar merupakan
sawabh irigasi teknis.

Luasnya lahan sawah dan lahan bukan sawah
di Kabupaten Lamongan membuat potensi
pertanian di Kabupaten Lamongan cukup besar.
Kabupaten ~ Lamongan  berpotensi  untuk
menciptakan swasembada pangan terutama
melalui program-program yang sudah
dicanangkan pemerintah yakni ekstensifikasi,
intensifikasi, diversifikasi, serta rehabilitasi.
Selain itu, tidak menutup kemungkinan adanya
pembukaan lahan-lahan baru yang diperuntukkan
bagi pertanian daerah. Tingginya potensi
pertanian Kabupaten Lamongan terlihat dari
jumlah total produksi padi pada tahun 2013 dan
membuat Kabupaten Lamongan menjadi salah
satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan
produksi padi tertinggi. Selain itu, mengingat
besarnya luas lahan sawah, padi masih menjadi
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komoditas pangan utama yang diproduksi oleh
Kabupaten Lamongan dan masih mejadi prioritas
tanaman pangan yang diusahakan petani karena
luas panen padi adalah yang paling tinggi jika
dibandingkan luas panen komoditas pangan yang
lain.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Penguasaan Lahan di Kabupaten Lamongan

Analisis regresi linier berganda digunakan
sebagai metode ekonometrika untuk menganalisis
faktor-faktor yang memengaruhi penguasaan
lahan di Kabupaten Lamongan. Data yang
digunakan dalam analisis adalah data Sensus
Pertanian Kabupaten Lamongan tahun 2013.
Observasi berada pada level rumah tangga dan
terdiri dari 189 343 rumah tangga.

Tabel 1 dibawah ini merangkum hasil analisis
regresi linier berganda dan memberikan
penjelasan  mengenai  faktor-faktor  yang
memengaruhi penguasaan lahan sawah. Model
tersebut signifikan secara statistik dengan nilai P-
value adalah 0.000 pada taraf nyata 1 persen.

Semua variabel yang terlibat dalam model
signifikan pada taraf nyata 1 persen. Usia kepala
rumah tangga (Age), jenis pendapatan utama
rumah tangga (Sourcinc), dan ukuran rumah
tangga (HHSize) secara positif memengaruhi
penguasaan lahan. Artinya, seiring dengan
bertambahnya usia kepala rumah tangga dan
ukuran rumah tangga, maka penguasaan lahan
sawah per rumah tangga usaha pertanian juga
akan naik. Jika sumber pendapatan rumah tangga
bersumber dari pertanian, rata-rata luas lahan
sawah yang dikuasai rumah tangga juga akan
lebih tinggi dibandingkan rata-rata luas lahan
sawah yang dimiliki rumah tangga dengan
sumber pendapatan utama bukan dari pertanian.
Untuk jenis kelamin kepala rumah tangga, rata-
rata luas lahan sawah yang dimiliki rumah tangga
dengan kepala rumah tangga perempuan lebih
sedikit jika dibandingkan rata-rata luas lahan
sawah yang dimiliki rumah tangga dengan kepala
rumah tangga laki-laki.
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Tabel 1. Hasil Estimasi Faktor yang Memengaruhi Penguasan Lahan di Kab. Lamongan

Variabel Koefisien P-value
Age* .014659 0.000
AgeSq* -.0001186 0.000
HHSize* .1568562 0.000
Sourclnc* 1284221 0.000
GendHoH* -.0922142 0.000
DumDL* .0162874 0.000
DumwL* 1.322103 0.000
DumDLWL* 06260142 0.000
const* 6.882009 0.000

Keterangan : *) Signifikan pada taraf nyata 1 persen

Hasil analisis di atas sama halnya dengan
hasil riset yang dilakukan oleh Pomp (1995).
Pomp menemukan bahwa usia kepala rumah
tangga, jenis pendapatan utama, jenis kelamin
kepala rumah tangga, dan ukuran rumah tangga
secara signifikan memengaruhi kepemilikan
lahan di Sulawesi Selatan. Ukoha et al. (2012)
juga menemukan bahwa usia kepala rumah
tangga dan jenis penerimaan utama memengaruhi
penguasaan lahan secara signifikan. Demikian
halnya dengan Chendo et al. (2014) yang juga
membuktikan bahwa jenis kelamin kepala rumah

tangga  secara  signifikan memengaruhi
penguasaan lahan.
Usia kepala rumah tangga cenderung

memiliki pengaruh positif terhadap penguasaan
lahan sawah per rumah tangga usaha pertanian
karena telah menjadi budaya bagi masyarakat
Suku Jawa dan rumah tangga petani untuk
mengakumulasi lahan sawah sebagai aset utama
rumah tangga. Pengaruh usia terhadap
peningkatan jumlah lahan sawah sebagai aset
bisa dijelaskan melalui Teori Siklus Kehidupan
dan Akumulasi Aset yang dicetuskan oleh
Modigliani.

Aset berupa lahan sawah diakumulasi oleh
petani selama masa produktif mereka yang
berkisar 50 tahun. Aset lahan sawah akan
didisakumulasi ketika petani memasuki usia tua
dan sudah tidak produktif lagi dan pada kasus
rumah tangga petani di Kabupaten Lamongan,
puncak usia produktif adalah 50 tahun. Artinya
setelah usia 50 tahun, petani cenderung
melakukan diakumulasi aset. Bentuk
disakumulasi aset lahan sawah adalah melalui
turn-over lahan. Penyebab terjadinya turn-over
lahan dijelaskan oleh Anggraeni (2009), antara

lain: tingginya biaya pendidikan anak-anak
petani; permasalahan kesehatan; atau dijadikan
modal awal usaha yang biasanya membutuhkan
dana besar. Untuk rumah tangga petani tua,
membagi-bagikan warisan atau hibah juga
menjadi penyebab utama mengapa rumah tangga
mengakumulasi aset dan kemudian
mendisakumulasi aset tersebut.

Aset berupa lahan sawah bisa saja sengaja
disiapkan oleh petani untuk dijadikan warisan
kepada anak-anak mereka ketika anak-anak
tersebut memutuskan untuk berumah tangga
sendiri. Keadaan tersebut kembali dijelaskan oleh
Anggraeni (2009) bahwa beberapa rumah tangga
terbukti menerima transfer kepemilikan lahan
secara legal dari orang tua atau sanak famili
mereka melalui sistem waris dan hibah. Selain
itu, berdasarkan studi Ukoha et al. (2014), seiring
petani bertambah tua, mereka cenderung merasa
bahwa lebih menguntungkan untuk mengakusisi
lahan dan meningkatkan luasan lahan pertanian.

Peningkatan akumulasi lahan sawah sebagai
aset bagi rumah tangga usaha pertanian di
Kabupaten Lamongan memiliki skala hasil yang
menurun (decreasing return to scale). Hal ini
terlihat dari koefisien umur kuadrat yang bernilai
negatif. Seiring bertambahnya usia petani, petani
cenderung meningkatkan aset lahan sawah,
namun pertambahan marjinal aset tersebut selalu
berkurang. Penyebab yang memungkinkan hal

tersebut  terjadi  adalah  bahwa  seiring
bertambahnya usia, kebutuhan petani akan
semakin beragam dan meningkat sehinga

kecenderungan untuk mengalokasikan
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pendapatan pada akumulasi
menurun.

Ukuran rumah tangga yang digambarkan oleh
jumlah anggota rumah tangga juga memiliki efek
positif terhadap penguasaan lahan sawah. Hal ini
sejalan dengan temuan Pomp (1995) dan
penjelasan yang rasional dari hubungan positif
tersebut adalah seiring bertambahnya jumlah
anggota rumah tangga, jumlah tenaga kerja juga
akan meningkat. Dalam kaitannya dengan lahan
sebagai faktor kapital terhadap produksi
komoditas pertanian, peningkatan jumlah tenaga
kerja harus diimbangi dengan peningkatan kapital
untuk menjaga produksi agar tetap efisien. Selain
itu, meningkatnya jumlah anggota rumah tangga
sebagai tenaga kerja membuat biaya produksi
berkurang sehingga surplus bisa dialokasikan
untuk meningkatkan lahan sawah. Selain itu,
dalam kaitan lahan sawah berperan sebagai aset
yang dipersiapkan petani untuk masa non
produktif, peningkatan jumlah anggota rumah
tangga akan memengaruhi keputusan petani
dalam menentukan seberapa banyak aset atau
tabungan yang harus dipersiapkan untuk biaya
pendidikan, biaya kesehatan, atau warisan dan
hibah.

Hubungan positif antara ukuran rumah tangga
dan penguasaan lahan bisa dijelaskan melalui
temuan  Kimhi  (2007). Kimhi  (2007)
berargumentasi bahwa peningkatan luasan lahan
yang dikuasai memiliki hubungan positif dengan
kelahiran anak. Namun, hal tersebut hanya
relevan untuk anak laki-laki mengingat laki-laki
lebih banyak terlibat pada aktivitas pertanian
dibandingkan perempuan.

Jenis kelamin kepala rumah tangga memiliki
hubungan yang negatif dengan penguasaan lahan.
Hubungan negatif tersebut menunjukkan bahwa
rata-rata luas lahan sawah yang dikuasai oleh
rumah tangga usaha pertanian dengan kepala
rumah tangga perempuan akan lebih sedikit jika
dibandingkan dengan rata-rata luas lahan sawah
yang dimiliki rumah tangga usaha pertanian
dengan kepala rumah tangga laki-laki. Hasil
tersebut sejalan dengan temuan Chendo et al.
(2014). Penjelasan yang mungkin dari kondisi

aset juga akan
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tersebut adalah karena aktivitas pertanian
membutuhkan tenaga yang besar, maka laki-laki
cenderung lebih banyak terlibat karena laki-laki
lebih produktif daripada perempuan. Penjelasan
mengenai kondisi bahwa perempuan cenderung
memiliki lahan yang lebih sedikit dibandingkan
laki-laki juga dijelaskan oleh Isaksson (2011).
Laki-laki, secara budaya, menerima lahan dari
keluarganya ketika laki-laki tersebut menikah dan
hal tersebut tidak berlaku untuk perempuan.
Sebaliknya, perempuan akan kehilangan hak atas
lahan yang dimiliki suatu rumah tangga jika
suami perempuan tersebut meninggal. Namun,
penjelasan yang lebih menggambarkan mengapa
di Kabupaten Lamongan perempuan cenderung
memiliki lahan yang lebih sedikit perlu
dibuktikan melalui riset yang lebih mendalam.
Variabel dummy kelompok rumah tangga
berdasarkan luas kepemilikan lahan sawah dan
lahan bukan sawah luas menunjukkan hasil yang
signifikan. Dari hasil analisis regresi, terlihat
bahwa rata-rata luas lahan sawah yang dimiliki
rumah tangga dengan luas lahan sawah di atas
rata-rata adalah 1.3 kali lebih tinggi dibandingkan
rumah tangga dengan luas lahan sawah di atas
rata. Selain itu, hasil analisis regresi juga
menunjukkan bahwa rata-rata luas lahan sawah
yang dimiliki rumah tangga dengan luas lahan
bukan sawah di atas rata-rata 0.02 kali lebih
rendah dibandingkan dengan rumah tangga yang
memiliki lahan bukan sawah di bawah rata-rata.

Koefisien Gini Penguasaan Lahan Pertanian
di Kabupaten Lamongan

Dari hasil analisis, koefisien Gini penguasaan
lahan pertanian di Kabupaten Lamongan adalah
0.49. Berdasarkan Klasifikasi nilai koefisien Gini
oleh Bank Dunia, nilai koefisien Gini tersebut
menunjukkan adanya ketimpangan penguasaan
lahan pertanian yang moderat karena masih
kurang dari 0.5. Meskipun begitu, ketimpangan
penguasaan lahan di Kabupaten Lamongan harus
tetap menjadi pertimbangan dalam menjalankan
pembangunan  pertanian  karena  adanya
perubahan struktur agraria masih memungkinkan
terjadinya konsentrasi lahan di kemudian hari.
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Tabel 2. Perbandingan Kepemilikan Lahan Pertanian pada Tiap Kategori Luasan Lahan Pertanian di

Kabupaten Lamongan 2013

Kategori Luas Lahan

Lahan Pertanian (m?)

Pertanian (m?) Total Rata-Rata Luas Lahan
<1000 5382571 324.3387
1 000-1 999 40 313 320 1363.549
2 000-4 999 231 864 341 3198.923
5000-9 999 312 529 670 6 788.81
10 000-19 999 206 726 928 12 816.3
20 000-29 999 64 147 134 23 283.9
>30 000 88 229 933 50 899.07

Data pada tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata
kepemilikan lahan pertanian kelompok rumah
tangga terkecil (kurang dari 1000 m? ) hanya
sekitar 324.38 m®. Luasan tersebut memiliki selisih
yang sangat jauh jika dibandingkan dengan rata-
rata kepemilikan lahan pertanian oleh kelompok

1.2

pemilik lahan paling besar (lebih dari 30 000 m?)
yang mencapai angka 50 899 m?. Jika dikaitkan
dengan keragaman data, nilai koefisien Gini
tersebut sudah sejalan. Besaran ketimpangan dari
pemerataan sempurna digambarkan oleh kurva
Lorenz pada Gambar 1.

1
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s
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Gambar 1. Kurva Lorenz Penguasaan Lahan Pertanian di Kabupaten Lamongan

Kurva Lorenz penguasaan lahan pertanian di
Kabupaten Lamongan menunjukkan bahwa
sebanyak 3 persen rumah tangga usaha pertanian
di Kabupaten Lamongan tidak menguasai lahan
pertanian sama sekali. Selanjutnya, 20 persen
rumah tangga usaha tani termiskin hanya
menguasai 2.7 persen dari total lahan
keseluruhan, 40 persen rumah tangga menguasai
11 persen, dari total keseluruhan lahan, 60 persen
rumah tangga menguasai 24 persen total
keseluruhan lahan, dan 80 persen rumah tangga
menguasai 46 persen dari total lahan. Adanya
ketimpangan penguasaan lahan di Kabupaten
Lamongan ditunjukkan oleh fakta bahwa 20
persen rumah tangga usaha pertanian terkaya
menguasai hingga 55 persen dari total lahan
secara keseluruhan.

Beberapa kondisi yang bisa menerangkan
penyebab tingginya ketimpangan penguasaan
lahan pertanian antara lain dijelaskan oleh
Darwis (2008). Darwis berargumentasi bahwa
tingginya ketimpangan penguasaan lahan bisa
disebabkan oleh sistem waris dan marjinalisasi
petani kecil, polarisasi lahan oleh petani kaya,
dan penguasaan lahan oleh penduduk luar
wilayah. Kondisi-kondisi di atas diterangkan
sebagai berikut:

1. Sistem waris di Indonesia mengikuti
sistem pecah bagi. Lahan dibagi dan
didistribusikan  kepada mereka yang
memiliki hak waris. Dengan sistem yang
sedemikian rupa, luas lahan yang dikuasai
dari satu generasi ke generasi berikutnya
akan terus menyusut. Dengan kata lain,
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telah terjadi marjinalisasi lahan pada petani
kecil. Selain adanya dari faktor waris,
marjinalisasi lahan pada petani kecil
disebabkan oleh kecenderungan petani
kecil untuk menjual lahan karena mereka
berhadapan dengan rendahnya pendapatan
yang didapat dari lahan sempit. Ketika
proses marjinalisasi tersebut terus terjadi,
jumlah petani di pedesaan yang tidak
memiliki lahan semakin meningkat dan
ketimpangan penguasaan lahan semakin
tinggi.

2. Secara umum, petani besar akan lebih
efisien dalam mengelola asetnya, yaitu
lahan pertanian. Pengelolaan aset yang
efisien akan mendorong mereka
memperolen  surplus  dari  aktivitas
pertanian. Surplus usaha tersebut mereka
gunakan untuk meningkatkan luasan lahan
terutama melalui akusisi lahan dari petani-
petani kecil. Karena hal itu, proses
marjinalisasi terjadi di mana petani besar
semakin kaya dan petani kecil semakin
miskin. Proses tersebut pada akhirnya
meningkatkan ketimpangan penguasaan
lahan pertanian.

3. Kehadiran penduduk luar daerah dalam
penguasaan lahan mendorong peningkatan
ketimpangan. Penduduk luar daerah yang
biasanya bermukim di kota memiliki
kecenderungan untuk membeli lahan di
desa dari petani-petani kecil.
Konsekuensinya, polarisasi lahan terjadi
dan jumlah petani yang tidak perlahan
meningkat.

Suseno dan Suyatna (2007) menjelaskan
bahwa  ketimpangan penguasaan lahan
merupakan hasil dari aktivitas pembangunan.
Secara spesifik, ketimpangan penguasaan lahan
terjadi akibat dicanangkannya kebijakan Revolusi
Hijau. Sebagai konsekuensi dari Revolusi Hijau,
proses transfer lahan dari petani kecil ke petani
besar terjadi secara signifikan sehingga petani
besar semakin besar demikian pula sebaliknya.

Bachriadi dan Wiradi (2011) mengatakan
bahwa Revolusi Hijau tidak membawa dampak
positif bagi ketimpangan penguasaan lahan dan
justru  meningkatkan ketimpangan tersebut.
Proses industrialisasi yang terjadi selama
Revolusi Hijau membuat petani kecil tersisih dari
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pembangunan. Suseno dan Suyatna (2007) juga
mengatakan bahwa peran pemerintah terhadap
pembentukan struktur lahan sangat besar. Oleh
karena itu, secara tidak langsung pemerintah turut
memperparah terjadinya ketimpangan
penguasaan lahan. Menurut Suseno dan Suyatna,
campur tangan pemerintah terjadi melalui proses
modernisasi dan kapitalisasi pertanian.

Lemhanas (2012) menjelaskan faktor bahwa
faktor demografi bisa mendorong terjadinya
ketimpangan penguasaan lahan. Bachriadi dan
Wiradi (2011) kembali menjelaskan faktor
penyebab  ketimpangan penguasan alahan.
Menurut Bachriadi dan Wiradi, ketimpangan
pengausaan lahan terjadi sebagai hasil dari politik
dan kebijakan pertanian di era Orde Baru yang
hanya memerhatikan pada penyediaan lahan
dalam skala besar untuk inverstasi dan eksploitasi
sumber daya alam. Pola penguasaan lahan di era
Orde Baru juga menunjukaan bias penguasaan
lahan. Konsentrasi dalam kepemilikan lahan dan
penguasaannya sangat ditoleransi dan pemerintah
tidak memberi perhatian kepada petani kecil atau
petani tanpa lahan. Bachriadi dan Wiradi
menjelaskan  bahwa  penyebab  tingginya
ketimpangan lahan berdasarkan data bahwa
julmlah petani kecil telah menurun. Kondisi
tersebut terjadi karena tingginya tingkat peralihan
kepemilikan lahan dari petani kecil ke petani
besar dan menyebabkan petani kecil dengan
lahan kurang dari setengah hektar menjadi tidak
berlahan kecuali untuk rumah dan pekarangan.

White dan Wiradi (1989) menjelaskan bahwa
faktor utama penyebab ketimpangan penguasaan
lahan vyang tinggi adalah polarisasi dan
proletarisasi di pedesaan sejak tahun 1963. Fakta
tersebut diperolen dari riset pada pola
penguasaan lahan di 9 desa di Pulau Jawa. Petani
kecil dan petani tidak berlahan hampir-hampir
tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh
pendapatan dan memiliki investasi pada sektor
pertanian. Sitorus et al. (2008) memberikan
penjelasan bahwa polarisasi penguasaan lahan
terjadi karena adanya proses transfer kepemilikan
lahan dan karena rendahnya akses petani
terhadap program pemerintah. Benu et al. (2013)
menjelaskan bahwa peralihan kepemilikan lahan
terjadi karena petani hanya mampu mendapatkan
pendapatan yang sedikit dari tanah pertanian
yang sempit sehingga mereka memilih untuk
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menjual lahan pertanian tersebut. Yunilisiah
(1996) melakukan riset di wilayah transmigrasi
dan menemukan bahwa faktor demografi,
perbedaan kemampuan dalam implementasi
teknologi pertanian, dan adanya sistem waris
mendorong terjadinya ketimpangan penguasaan
lahan.

Berbagai penjelasan dari riset-riset terdahulu

mengenai penyebab ketimpangan penguasaan
lahan bisa saja berlaku untuk studi kasus
Kabupaten Lamongan. Namun, untuk
mengetahui  penyebab  ketimpangan  yang

sebenarnya perlu dilakukan riset lebih dalam
mengenai  struktur  kepemilikan  lahan di
Kabupaten Lamongan.

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan

Dari analisis regresi, disimpulkan bahwa
faktor yang memengaruhi penguasaan lahan
sawah oleh rumah tangga usaha pertanian di
Kabupaten Lamongan adalah usia kepala rumah
tangga, jenis kelamin kepala rumah tangga,
ukuran rumah tangga, jenis pendapatan utama,
dan kemampuan rumah tangga dalam menguasai
lahan yang diwakili oleh variabel dummy
penguasaan lahan sawah, lahan bukan sawah, dan
lahan sawah sekaligus bukan sawah. Usia kepala
rumah tangga, ukuran rumah tangga, dummy
untuk lahan sawah, dan dummy untuk lahan
sawah sekaligus lahan bukan sawah memiliki
efek positif di mana peningkatan usia kepala
rumah tangga dan ukuran rumah tangga akan
membuat rumah tangga cenderung menguasai
lahan sawah yang lebih besar. Selain itu, rumah
tangga yang memiliki lahan sawah dan lahan
sawah sekaligus lahan bukan sawah di atas rata-
rata cenderung memiliki lahan sawah yang lebih
besar. Koefisien jenis kelamin kepala rumah
tangga memiliki tanda negatif, menandakan
bahwa rata-rata kepemilikan lahan sawah oleh
rumah tangga dengan kepala rumah tangga
perempuan akan lebih sedikit dibandingkan
dengan rumah tangga berkepala laki-laki. Selain
itu, koefisien untuk dummy lahan bukan sawah
negatif, menunjukkan bahwa jika rumah tangga
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menguasai lahan bukan sawah di atas rata-rata
akan membuat rumah tangga tersebut cenderung
memiliki lahan sawah yang lebih sedikit.

Untuk penguasaan lahan bukan sawah,
ditemukan bahwa semua variabel signifikan
memengaruhi penguasaan lahan kecuali usia
kepala rumah tangga dan jenis kelamin. Usia
yang tidak signifikan memengaruhi penguasaan
lahan bukan sawah menunjukkan bahwa
penguasaan lahan bukan sawah tidak terpengaruh
usia kepala rumah tangga. Selanjutnya, rumah
tangga dengan kepala rumah tangga perempuan
tidak terbukti memiliki lahan yang lebih sedikit.

Koefisien Gini penguasaan lahan pertanian di
Kabupaten Lamongan adalah 0.49 dan
menunjukkan bahwa penguasaan lahan di
Kabupaten Lamongan cenderung moderat.

Saran

Dari studi ini, beberapa saran yang diberikan

antara lain:

1. Untuk penelitian selanjutnya yang terkait
dengan penguasaan lahan, jumlah variabel
penjelas perlu ditambah untuk memberikan
acuan yang lebih jelas dalam menentukan
faktor-faktor yang memengaruhi penguasaan
lahan

2. Dari penelitian diperoleh fakta bahwa rata-
rata petani Indonesia berada pada usia tua.
Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten
Lamongan dan pemerintah Indonesia pada
umumnya perlu  meningkatkan  minat
generasi muda untuk terlibat dalam sektor
pertanian melalui  pemberian insentif,
pendidikan, dan sosialiasi pentingnya sektor
pertanian bagi keberlangsungan ketahanan
pangan

Mempertimbangkan bahwa lahan pertanian
menjadi aset bagi sebagian besar rumah tangga
petani, kebijakan yang membatasi adanya alih
kepemilikan lahan perlu dibuat. Hal ini terkait
dengan dampak langsung alih kepemilikan
tersebut terhadap ketimpangan penguasaan lahan
pertanian yang pada akhirnya memengaruhi
keberhasilan program ketahanan pangan yang
sudah digagas sebelumnya.
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